
WALIKOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR

TENTANG

TAHUN

PEN TAPAN BADAN AMILZAKAT NASIONAL KOTA SEMARANG
SEBAGAI PENERIMA DANA HIBAH DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali potensi dana umat Islam
melalui zakat, infaq dan shodaqoh yang tepat sasaran di Kota
Semarang perlu adanya fasilitasi dari Pemerintah Kota
Semarang dalam bentuk pemberian bantuan hibah kepada
Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2O11 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa
Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan kepada Badan
Amil 7-akat Nasional Kota melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (11 Peraturan Walikota
Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan.
Pertanggunglawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 38
Tahun 2O16 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungiawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Walikota
menetapkan daftar penerima dan jenis hibah dengan
Keputusan Walikota;

bahwa berdasarkan perlinibangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, b dan c tersebut di atas, maka perlu diterbitkan
Keputusan Walikota Semarang tentang Penetapan Badan Amil
Zakat Nasional Kota Semarang sebagai Penerima Dana Hibah
daerah Kota Semarang Tahun 2Ol9; 

21r.

AL\



Mengingat : l. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 195O tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa
Joryakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5255);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tarr'bat'an lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Unddang-Undang Nomor 3O Tahun 2O14 tentang Administrasi
Pemerintahan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O14 Nomor 292, Tambaltan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintalr Nomor 16 Tahun 7976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3O79);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan
Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O5 Nomor 4578. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2007 Nomor I Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor l), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2Ol3
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor l1 Tahun 2O06 tentang pengelolaan Keuangan Daerah
(kmbaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83h p
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Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Semarang (kmbaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 1 14);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 1 Tahun 2O l8
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Semarang Tahun Anggaran 2Ol9 (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan kmbaran Daerah
Kota Semarang Nomor l1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol1 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6
tentang Pedoman Pengelolaan Keu angan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibafi dan Bantuan Sosial yarrg
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 465);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36);

Peraturan Walikota Semarang Nomor Nomor 17 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan Pelaporan Serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor l7l,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Semarang Nomor 38 Tahun 2O16 tentang Perubahan Atas
Peratrrran Walikota Semarang Nornor 17 Tahun 2O16 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2016 Nomor 38);

Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kota Semarang Tahun 2Ol8 Nomor 85);

Keputusan Walikota Semarang Nomor 978/2 Talun 2079
tentang Penunjukan Perangkat Daerah selaku Pengelola Hibah
dan/ atau Bantuan Sosial berupa uang yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang
Tahun Anggaran 2OI9. 
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KSTIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

MEMUTUSI(AN:

Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang yang beralamat di
Jalan Wr. Supratman Nomor 77 Semarang sebagai penerima dana
hibah daerah Kota Semarang Tahun 2O19.

Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
sebesar Rp. 450.O0O.0O0,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Penggunaan dan Pertanggungjawaban dana hibah sebagaimana
dimaksud Diktum KEDUA sepenuhnya menjadi kewajiban
penerima dana hibah berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pelaksanaan pemberian hibah sebagaimana dimaksud Diktum
KEDUA dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Laporan pertanggungiawaban dana hibah sebagaimana dimaksud
Diktum KEDUA disampaikan oleh penerima dana hibah kepada
Walikota Semarang melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Semarang.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Semarang Tahun Anggaran 2O19.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
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HENDRAR PRIHADI

SALINAN disamoaikan kepada Yth :

l. Wakil Waliliota Semaiang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesra

Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semararg;
6. Kepala BPKAD Kota Semarang;
7. Kepala Bappeda Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Kesra Setda Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;

1O. Penerima hibah dimaksud.


